GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 49 TAHUN 2014

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

a.

PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
satuan kerja perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah, selain
jabatan  struktural dan fungsional tertentu, perlu
dikembangkan jabatan fungsional umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, serta melaksanakan ketentuan
Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di
Lingkungan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Jabatan Fungsional Umum Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah(Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonsia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintanh Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian



10.

11.

12.

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintanh Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintanh Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor
4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 8);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
13);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah dan Rumah sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor
8 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 14);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah



Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011
tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 3);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG JABATAN

FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
rangka memimpin sutau satuan organisasi negara.

Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
suatu keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan
kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan
untuk mencapai tujuan organisasi.

Unit Organisasi adalah bagian dari satuan kerja perangkat daerah yang
berada dibawah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Unit Kerja adalah bagian terkecil dari satuan kerja perangkat daerah yang
berada dibawah unit organisasi atau dibawah pimpinan Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.



7. Ringkasan Tugas adalah diskripsi singkat yang menggambarkan tugas-tugas
dari suatu jabatan

8. Tingkat jabatan adalah level dari jabatan fungsional umum yang
menggambarkan tingkat pengetahuan, keahlian, kompleksitas pekerjaan,
ruang lingkup, dampak tugas, hubungan jabatan dan persyaratan jabatan.

Pasal 2

(1) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural
maupun jabatan fungisonal tertentu diangkat dalam jabatan fungsional
umum.

(2) Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penamaan jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
bertujuan untuk memberikan kejelasan tugas bagi para pemangku jabatan
fungsional umum dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi organisasi
perangkat daerah.

Pasal 4

(1) Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis
jabatan.

(2) Nama dan ringkasan tugas jabatan fungsional umum di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional umum
sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dalam hal terdapat
ketidaksesuaian maka pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengajukan
penyesuaian kepada Gubernur.

(2) Penyesuaian dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi
dasar dalam penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pengadaan
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.



Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 27 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 22 Juli 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 22 Juli 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd
SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 49



